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ABSTRAK

Peminangan merupakan tatacara pendahuluan menuju ke jenjang perkawinan.
Masa pasca liru kalpika ini disebut dengan masa pertunangan. Jarak antara masa
pertunangan dengan perkawinan adakalanya mingguan, bulanan atau bahkan
tahunan. Semakin pendek jarak keduanya semakin baik, sebaliknya semakin jauh
jarak keduanya makin rawan dengan hiruk-pikuknya masalah.

Konflik dalam masa pasca peminangan sangatlah beragam dari yang kecil
hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berakibat fatal yaitu pemutusan
peminangan (tidak jadi melangsungkan perkawinan). Jika faktor pembatalan
peminangan itu logis dan syar’i tentu tidak menjadi soal, namun jika sebaliknya,
misalnya pemutusan peminangan sepihak karena tergiur dengan peminangan yang
lebih baik dari peminangan sebelumnya, ini menimbulkan masalah.

Masyarakat desa Ngreco sebagai bagian dari masyarakat Jawa memiliki
kebijakan sendiri di dalam mengatasi dan mengantisipasi problem di atas. Di daerah
ini berlaku kesepakatan ditetapkannya sanksi bagi pihak yang membatalkan
peminangan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dari tinjauan
agama maupun adat. Sementara dalam al-Qur’an maupun hadis tidak ditemukan
bahasan tentang sanksi pembatalan peminangan sebagaimana dimaksud.

Dari latar belakang di atas penyusun mengadakan penelitian dalam upaya
mengungkap bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa
Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana pandangan hukum
Islam mengenai hal ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - sosiologis, artinya
pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini secara normatif didasarkan pada
teori dan konsep hukum Islam untuk menemukan status hukum terhadap sanksi
pembatalan peminangan dalam hal ini adalah wsul figh. Dengan memprioritaskan
pada pertimbangan dan kepentingan sosial kemasyarakatan.

Sanksi pembatalan peminangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang
ingin membatalkan peminangan, mengantisipasi dan menahan laju konflik yang
timbul akibat pemutusan peminangan. Sanksi pembatalan peminangan yang dikelola
secara profesioanl dapat menjadi jalan tengah sehingga gangguan terhadap
kebutuhan daruriyyat dapat diatasi. Dalam menganalisis data penyusun
menggunakan teori maslahah dan sad az-zari’ah.

Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan tokoh
masyarakat, tokoh agama, keluarga pelaku ataupun korban pembatalan peminangan
disertai dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ditemukan data bahwa sanksi pembatalan peminangan
dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah setelah. Dengan harapan
tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat mengakibatkan permusuhan
dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Dengan teori sad az-
zari’ah penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan
tujuan sebagaimana disampaikan di atas diperbolehkan menurut hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba B be
< ta T te
& sa S es (denagan titik diatas)
d jim J je
C ha’ H ha (dengan titik dibawah)
« kha’ Kh ka dan ha
Kl dal D de
3 zal 7 zet (dengan titik di atas)
J ra’ R er
J zai Z zet
o sin S es
8™ syin Sy es dan ye
ol sad S es ( dengan titik di bawah)
ol dad D de (dengan titik di bawah)
kb ta’ T te (dengan ttitik di bawah)
b za’ Z zet (dengan titik di bawah)
d “ain o koma terbalik di atas
é gain G ge
i fa F ef
3 qaf Q qi
d kaf K ka
d lam L el

vi
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o mim M em

O nun N ‘en

3 wawu w w

® ha’ H ha

& Hamzah ’ apostrof
S ya Y ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

w

Al atia ditulis muta’adiddah
dac ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah diakhir kata
1. Bila dimatikan ditulis 74
daSa ditulis hikmah
f\ﬁ BTN ditulis Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang * al ™ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan &

el ¥ da) S

ditulis

karamah al-auliya’
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢ atau A

Jhﬁ\ 3l ) ditulis Zakah al-fitri

D. Vocal pendek

fathah ditulis fa’ala

‘. kasrah ditulis zukira

— u
" Ag, dhommah ditulis yazhabu
E. Vocal panjang
Fathah + alif a
1 dalala ditulis | jahiliyyah
Fathah + ya’ mati a
2 g-“‘“ ditulis | tansa
Kasrah + ya’ mati i
3 ad S ditulis | karim
Dhammah + wawu mati _
L] b4 . . u
4 LB ditulis furid
F. Vocal rangkap
1| Fathah + ya’ mati ai

S ditulis | bainakum
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Fathah + wawu mati

Jgd ditulis

au
qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

A

a_"\_\'\\ ditulis a’antum
Y ditulis widdat

Al S ol ditulis

la’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah dituis menggunakn huruf ”/”.

BB ditulis Al-Qur’an
bl ditulis al-qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis denagan mengunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf 1 (el)nya

elacd) ditulis

as-Sama’

i) ditulis

asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

oAl 93 ditulis | Zawi al-furtd
A JM ditulis | ahl as-sunnah
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MOTTO

kemulinan sejati inlah
perjuangan tiadn henti
demi hidup duniawy
lebih-lebih ukhrmw/
kmj A Keras ...

kerja cerdas ...

k.mj A cepat ...

SAbAT melARURANRYA
nilah ] AlAn mmuj u
kemulinan sej ati

semud masalah selesai
dengan Kerjn keras



PERSEMBAHAN

éaga ni éuperseméaﬁéan buat
keramat duniaky. ..

bunda tercinta . ..

karena kasih Sayangnya /m/aéu, y@a@ifaﬁ din ya Rab !
j'in@m hoamba ntuk éaﬁagiaéan din Y Rab
bibarkatiha fempaféan hoamba /maé:

maqamammaému/a Y4 ‘Raé . e AIIN Y4 Mg‘:‘éaymié‘n

ku /ﬂerseméaﬁéan éa@a ini buat

si muﬁ, maaﬁm, yaéﬁ.ya, aaﬁ'@m%ny@tga hm/anya
tabahkan hati, sabarkan diri, kuatkan tekad

inya?l/[aﬁ bentar /aji kan SAMpai . ..
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KATA PENGANTAR
a ol e 1) sy
all oy el ala daae o aluly Ll dliVip cliens o aglll il
st da o SIS 3 Jlad B JB Gl o g ) il 5 adaal

a3 Wl (0 salas¥ Lag () salny a2
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tujuan mulia perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan
Undang-undang akan tercapai dengan baik dan sempurna bila sejak proses awal
(mugaddimat az-zawaj) juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan
yang telah digariskan oleh agama. “Di antara proses yang akan dilalui itu adalah
peminangan atau khitbah.”

Peminangan atau khitbah dipahami sebagai langkah awal untuk
melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut

3

dengan “...lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan
pilihannya agar bersedia menjadi isterinya baik dilakukan sendiri secara langsung
maupun melalui orang kepercayaannya.”” Menurut fikih kovensional keinginan
untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas
dan jelas (sarih) dan dapat juga dilahirkan melalui sindiran (kinayah).

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya peminangan sebelum

akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri

yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun

" Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. ke-1
(Jakarta: Kencana, 2004), him. 82

? Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami, cet. ke-8 (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2003), hlm. 36.



rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karenanya media
peminangan sangatlah tepat untuk ta’aruf atau saling mengenal bagi yang
sebelumnya memang belum saling kenal. Mengenal yang dimaksud tidak hanya
mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan
mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini dipandang
penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk
mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan
perceraian. “Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perceraian seringkali
terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai

993

masing-masing pihak.” Argumentasi di atas agaknya sinkron dengan sabda Nabi

SAW. yang menganjurkan melihat wanita yang akan dinikahi, beliau bersabda ;
1Jnila LealSs N s se 0y La () g sl ol ¢ Uai) ()8 31 yall aSaa) cadad 13
Lebih jauh peminangan merupakan bagian dari proses pemilihan pasangan

yang ideal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. beliau bersabda ;

sellay gy cpall Cldy clilad Lellen 5 Lella s Leina e S 3l )

’ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, him. 83.

*Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulug al-Maram, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp. Nur Asia,
t.t.), hlm. 209, hadis nomor 7, “Kitab an-Nikah,” Hadis dari Jabir r.a., diriwayatkan dari Ahmad dan
Abu Dawud, perawinya siqah, al-Hakim mensohihkannya, beliau memiliki satu syahid menurut at-
Tirmizi dan an-Nasa’i dari al-Mugirah, dan menurut Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadisnya
Muhammad bin Maslamah.

> Abi‘IsaMuhammad bin‘Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmizi, edisi. MF.Abd. al Baqi (Makkah
al-Mukarromah: al-Maktabah at-Tijariyyah Mustata Ahmad al-Baz, t.t.), IIl. Hadis nomor 1087,
“Kitab an-Nikah,” “Bab Ma Ja a Anna al-Mar’ah Tunkahu ‘ala salasi khisol.” Hadis dari Ahmad bin



Berdasarkan hadis di atas pasangan yang ideal adalah calon suami atau
isteri yang kaya berasal dari keturunan baik-baik, wajahnya cantik atau tampan
rupawan dan taat mengamalkan ajaran agamanya. Untuk mendapatkan pasangan
dimaksud upaya yang dilakukan adalah mengetahui secara dekat baik dilakukan
sendiri orang yang bersangkutan maupun melalui perantara orang yang dipercaya.
Dengan melakukan peminangan berarti upaya melihat secara dekat calon suami
atau isteri bisa diwujudkan. Sehingga pengetahun yang cukup dan data yang
lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan
pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan terlaksana. Menurut Islam dari
empat faktor tersebut yang menjadi prioritas adalah faktor agama, ketaqgwaannya
kepada Allah dan keluhuran budinya sebagaimana dinyatakan dalam hadis.
Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. “Ajaran Islam
menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti
kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.”® “Bahkan ada
hadis yang memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang subur (al-

walud).”” Nabi Muhammad SAW. bersabda ;

Muhammad bin Musa dari Ishaq bin Yusuf al-Azraq dari Abd. al-Malik bin Abi Sulaiman dari ‘Ato’
dari Jabir. Abu ‘Isa berkata: “Hadis Jabir adalah hadis sahih.”

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 84.

7 Ibid.
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Islam mengenal peminangan dengan istilah khitbah sebagaimana tersebut
dalam hadis - hadis Nabi SAW. Namun realitas di masyarakat dikenal istilah lain
selain peminangan yaitu tunangan. Yakni masa antara pinangan (lamaran) dengan
perkawinan. “Uniknya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam tetapi tunangan
tidak dikenal.” Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh
berbeda antara tunangan dalam hukum adat dengan khitbah dalam hukum Islam
yaitu upaya untuk saling mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan.

Seberapa urgensinya peminangan namun bukanlah peristiwa hukum yang
berakibat atau berimplikasi hukum apapun. Tidak dikenalnya istilah peminangan
dalam Undang-undang Perkawinan merupakan pembenaran terhadap pendapat ini.
Menurut pandangan hukum Islam, meskipun peminangan tidak bisa disebut
sebagai peristiwa hukum namun khithah tetap merupakan peristiwa moral yang
berimplikasi moral pula. “Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang
pria lain tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan

dendam kesumat.”'® Rasulullah SAW. bersabda ;

¥ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulug al-Maram, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp. Nur Asia,
t.t.), hlm. 208, hadis nomor 3, “Kitab an-Nikah,” Hadis dari Anas bin Malik r.a., diriwayatkan dari
Ahmad, Ibnu Hibban mensohihkannya, beliau memiliki satu syahid menurut Abi Dawud,an-Nasa’i
dan Ibnu Hibban dari hadisnya Ma’qal bin Yasar.

® Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 86.

1 Ibid., him. 92.
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Sebaliknya seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan atau
membatalkan peminangan secara sepihak karena tergiur dengan peminangan yang
lebih besar maka secara moral tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan
permusuhan. Membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji
untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji
bukanlah perkara sepele menurut Islam apalagi yang menjadi obyeknya adalah
perkara besar dan sakral dalam pandangan agama dan umat manusia yaitu
perkawinan. Dengan demikian pemutusan peminangan tanpa alasan yang logis
dan syar’i jelas tidak sejalan dengan syari’at Islam.

Realitas di masyarakat sangatlah beragam terkait dengan praktik
peminangan ini. Ada orang yang di dalam melaksanakan peminangannya itu
karena misi balas dendam, problem cinta atau karena sakit hati lainnya. Tujuan
meminangnya hanya ingin mempermalukan calon isteri dan keluarganya dengan
membatalkannya setelah semua persiapan pelaksananan upacara perkawinan
mencapai kesempurnaan.'> Terlepas dari apa yang melatarbelakangi pemutusan
peminangan dan pihak mana yang membatalkan peminangan ada tradisi unik di

Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo yakni menetapkan adanya

_ "Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulug al-Maram, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp.Nur
Asia, t.t.), hlm. 210, hadis nomor 9, “Kitab an-Nikah,” Hadis dari Ibnu Umar r.a., muttafaq ‘alaih,
lafal hadis dari al-Bukhari

' Wawancara dengan Bapak Sukimin, Tokoh Masyarakat Sumberejo, Ngreco, Weru,
tanggal 26 Juni 2010



sanksi bagi pihak yang memutuskan atau membatalkan peminangan setelah
tercapainya kesempurnaan kata sepakat di antara kedua belah pihak. Sanksi
tersebut berupa uang tunai dari dua jutaan sampai puluhan juta rupiah, uang sanksi
sebagian diserahkan kepada pihak yang dikhianati dan sebagian yang lain
diserahkan pada kas desa."

Tradisi pemberlakuan sanksi terhadap pembatalan peminangan di beberapa
daerah di Jawa khususnya di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dinilai
sebagai langkah berani. Di saat hukum Islam dan KHI menganggap peminangan
sebagai peristiwa moral yang tentunya hanya berimplikasi moral apalagi UUP
yang tidak mengenal secara eksplisit tentang peminangan ini, maka hukum adat
khususnya di Desa Ngreco telah berani menentukan sikap yang berbeda dengan
ditetapkannya sanksi material bagi pihak yang dengan alasan tidak bisa
dipertanggungjawabkan membatalkan peminangan.

Hal ini menurut penyusun menarik untuk diteliti mengingat hukum Islam,
Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada pembahasan

terkait dengan masalah sanksi pembatalan peminangan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka ada dua pokok masalah

(research question) yang diteliti, yaitu;

"> Wawancara dengan Joko Wiranto, Kadus IV Desa Ngreco, tanggal 26 Juni 2010



1. Bagaimana dan mengapa terjadi praktik sanksi pembatalan peminangan di Desa
Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi sanksi pembatalan

peminangan di Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

C.Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa
Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan faktor yang
melatarbelakanginya.

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi
pembatalan peminangan di daerah tersebut.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah ;

1. Sebagai sumbangan pengetahuan dan kepustakaan walaupun tidak seberapa
kualitas dan kuantitasnya tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan
adat dan tradisi sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco, Kecamatan
Weru, Kabupaten Sukoharjo.

2. Sebagai acuan bagi para peneliti yang tertarik dengan budaya sanksi bagi pihak

yang membatalkan sebuah peminangan.



D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis telah banyak dijumpai
penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain perihal peminangan. Namun
yang spesifik membahas tentang sanksi pembatalan peminangan menurut
pandangan hukum Islam sejauh ini belum penulis temukan. Apalagi yang menjadi
obyek penelitian (research) penyusun adalah problem lapangan yang erat
kaitannya dengan masalah adat, di mana daerah yang satu dengan lainnya jelas
berbeda. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka
dilakukan review terhadap beberapa literature atau penelitian yang terkait atau
relevan dengan obyek penelitian ini.

Beberapa literatur yang membahas tentang peminangan di antaranya
adalah sebagai berikut ;

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul
Hukum Perdata Islam di Indonesia, ada bahasan bahwa peminangan itu tidak
membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral
yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-
norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang.'*

Kompilasi Hukum Islam tentang peminangan menjelaskan bahwa,
pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan

hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan

'* Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 93



dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai."

Senada dengan KHI adalah Amir Syarifuddin dalam bukunya yang
berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan. Amir mengatakan bahwa peminangan bukanlah
suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Salah satu pihak boleh saja
membatalkan meskipun dulu telah saling menyepakatinya. Meskipun demikian,
pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti
pihak manapun.'®

Muhammad Amin Suma dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga
Islam di Dunia Islam, menyatakan bahwa khitbah dalam pandangan Islam berbeda
dengan pacaran yang lazim terjadi di masyarakat. Pacaran lebih cenderung pada
mengumbar nafsu birahi dan kemesraan sedangkan khitbah biasa dilakukan di
hadapan pihak keluarga, sanak saudara dan tetangga. Lebih jauh Amin Suma
mengatakan bahwa pertemuan dalam rangka khithbah lebih bersifat formal dan
penuh dengan rasa tanggung jawab di samping sarat dengan akhlak kemuliaan dan

etika kesopanan.'’

"> Kompilasi Hukum Islam, Bab 111, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
UUP, cet. ke-1(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57

"7 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed. Revisi. ke-2 (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.
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Dalam bentuk skripsi terdapat beberapa karya yang telah membahas terkait
dengan khitbah atau peminangan, seperti skripsi saudari Puthut Annisa Nur Janah.
Dalam skripsinya Puthut lebih terfokus membahas tentang fenomena pergaulan
calon suami-isteri pasca tukon (peminangan), belum sampai pada bahasan tentang
proses tukon (peminangan) itu sendiri, apalagi yang terkait dengan praktik sanksi
pembatalan peminangan.'®

Mudhofar dalam skripsi dengan judul Adat Peminangan Ndudut Mantu di
Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ditinjau
dari perspektif Hukum Islam, dia menyinggung tentang pembatalan peminangan
akan tetapi lebih cenderung ke permasalahan barang-barang pemberian yang
diberikan saat terjadi peminangan. Apakah barang-barang tersebut harus
dikembalikan atau tidak menurut pandangan hukum Islam dan adat yang berlaku.
Mudhofar juga membenarkan adanya ganti rugi atau sanksi jika dalam hal
pembatalan peminangan ada unsur-unsur penipuan."

Berdasarkan buku-buku, skripsi maupun hasil penelitian terdahulu telah
banyak dijumpai bahasan tentang peminangan dan hal-hal yang terkait dengannya,
namun setelah penyusun telusuri penelitian-peneliltian yang telah ada ternyata

belum spesifik mengkaji tentang sanksi atau denda pembatalan peminangan

'8 Puthut Annisa Nur Janah, “Pola Pergaulan Calon Isteri Pasca Tukon di Desa Gambretan
dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta ( ), him. .

"Mudhofar,“Adat Peminangan Ndudut Mantu di desa Ketapangtelu Kecamatan
Karangbinangun kabupaten Lamongan di tinjau dari perspektif Hukum Islam,” skripsi sarjana
Universitas Islam Negeri Yogyakarta ( ), hlm.
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perspektif hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dengan
harapan bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan perkawinan khususnya
peminangan. Literatur yang telah ada akan tetap penyusun jadikan rujukan untuk

mempertajam bahasan pada penelitian ini.

. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama paripurna dan penyempurna dari agama-agama
samawi terdahulu telah lengkap dengan aturan dan hukum-hukumnya
sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Semua aspek kehidupan
manusia baik hubungan dengan Khaliq, interaksi dengan sesama maupun
hubungannya dengan makhluk lain telah diatur dalam Islam. Namun aturan dan
hukum tersebut tidak semua menyampaikan keterangannya secara lugas dan rinci,
ada nas yang kandungannya global, universal dan samar sehingga untuk
memahaminya diperlukan metode dan alat tersendiri.

Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga
yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an.
Oleh karenanya pendahuluan perkawinan khususnya khithah atau peminangan
merupakan hal yang dipandang signifikan menurut Islam. Hal tersebut terlihat
dengan adanya beberapa hadis yang menjelaskan tentang khitbah.

Adanya peminangan berarti telah terjadi kesepakatan untuk melakukan
perkawinan antara kedua belah pihak pada waktu yang telah ditentukan.

Kesepakatan dalam perspektif Islam identik dengan perjanjian, artinya jika salah
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satu membatalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’ maka pihak yang
membatalkan tersebut telah masuk dalam lembah kemunafikan karena telah
ingkar janji sebagaimana sabda Nabi SAW.

2009A& el 13) 5 IS Ehaa 13) 5 ol ae g 13) D 3aL) A

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa perjanjian haruslah ditepati kalau tidak

maka urusan akan berlanjut sampai di akhirat.
1Y oae OIS 2gal) ) 22l Vsl
Tradisi pembayaran sanksi atau denda bagi pihak yang membatalkan
peminangan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dimaksudkan sebagai
variabel yang menutup kerugian pada salah satu pihak. Meskipun sebenarnya
kerugian yang dialami oleh pihak yang dikhianati tidak saja berupa kerugian
material tetapi juga kerugian moral (rasa malu yang mendalam bahkan lebih parah
lagi yakni cacat dalam pengertian tidak cepat laku dalam hal menikah [ora payu-
payu: Jawa]). Islam tidak menginginkan hal tersebut terjadi, maka tindakan
preventif (pencegahan) dengan menetapkan adanya sanksi atau denda bagi pihak
yang memutuskan peminangan lebih diutamakan daripada harus memulihkan atau

mengembalikan citra atau nama baik yang tercoreng akibat kekecewaan yang

2% Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmizi, edisi. Kamal Yusuf al-Hut
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadis nomor 2631, “Bab Ma Ja a fi ‘alamah al-Munafiq.” Hadis dari Abu
Hafs, ‘Amr bin ‘Ali dari Yahya bin Muhammad bin Qais dari ‘Alla’ bin ‘Abd. Rahman dari
Bapaknya dari Abi Gurairah. Abu ‘Isa berkata: “Ini hadis hasan garib dari hadis al-’Alla’.”

2L Al-Isra’ (17): 34
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tidak ringan ataupun kerugian lainnya. Berdasarkan pandangan adat di daerah
sebagaimana dimaksud, sering terjadi peminangan yang orientasinya menyimpang
dari norma-norma kebaikan dan budaya luhur. Misalnya saja ada peminangan
yang bertujuan untuk mempermalukan salah satu pihak dengan membatalkannya
ketika persiapan perkawinan telah mencapai klimaksnya. Maka berdasarkan dalil
sad az-zari’ah dan maslahah mursalah tradisi di daerah kasus tidak dapat
disalahkan begitu saja dalam hal penetapan sanksi bagi pihak yang memutuskan

peminangan dengan alasan sepihak. Permasalahan tersebut sejalan dengan kaidah

2adlad) il e gl aulid) o

Kebutuhan umat Islam kepada ijtihad merupakan kebutuhan abadi selama

masih ada kejadian baru ...

atau selama masih ada masalah yang belum
tersentuh oleh al-Qur’an maupun hadis baik secara tekstual maupun kontekstual.
Lebih jauh Abdul Halim menjelaskan tentang ijtihad kontemporer dalam sebuah
buku yang berjudul Neo Usul Figh: Menuju ljtihad Kontekstual. Disebutkan

bahwa jjtihad kontemporer “mengandung pengertian mencurahkan segala

kemampuan untuk menentukan hukum masalah-masalah baru dan problem-

> Al-Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyufi, Al-Asybah wa an-Nazair
(Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 62.

» Riyanta dkk (ed.), Neo Usul Figh: Menuju Ijtihad Kontekstual (Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah Press dan FSHI, 2004), him.281.
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problem modern berdasarkan nas-nas hukum yang pokok (umum) dan kaidah-
kaidah yang bersifat umum.”**

[jitihad kontemporer menurut al-Qaradawi dapat dilakukan dengan cara
ijtihad intiqa’i dan ijtihad insya’i, atau gabungan antara keduanya. Jjtihad intiqa’i
ialah jjtihad yang dilakukan dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu
yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat. [jtihad insya’i ialah dengan
mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana
permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik
masalah itu baru atau lama. “Sedangkan gabungan antara ijtihad intiga’i dan
ijtihad insya’i adalah menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang
dipandang cocok dan lebih kuat kemudian ditambahkan dalam pendapat tersebut
unsur-unsur ijtihad baru.””

Asjmuni Abdurrachman memasukkan kedua bentuk ijtihad di atas dalam
pengertian ijtihad istislahi, yaitu suatu bentuk ijfihad untuk menemukan hukum
yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam

26

nas.”® Pengertian istislah menurut ulama’ usul antara lain dikemukakan oleh

Muhammad Abu Zahrah bahwa istislah atau maslahah mursalah adalah :

** Yusuf al-Qaradhawi, Jjtihad dalam Syari’at Islam. hlm. 127-128
* Ibid. hlm. 150 dan 169
**Asjmuni Abdurrachman, Sorotan terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad, Pidato

Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: IAIN
Sunan Kalijaga, 1996), hlm. 13.
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dan menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf istislah adalah :
o = D Jualy Ladadl LS g LAl ¢ 5y o1 ) daliadl)
2ilgilal) ol La jliic

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istislah atau maslahah mursalah
adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam
al-Qur’an dan as-Sunnah. “Penetapannya semata-mata dimaksudkan dalam rangka
mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.””
Beberapa contoh masalah kontemporer dalam hukum keluarga yang penggalian
hukumnya dengan menggunakan kaidah maslahah mursalah antara lain ;
pembatasan usia nikah dan ditetapkannya registrasi perkawinan.

Dari sudut pandang yang lain Muhammad Abu Zahrah menyebutkan

tujuan ditetapkannya syari’at kepada manusia, yaitu muhafazah ‘ala ad-din,

muhafazah ‘ala an-nafs, muhafazah ‘ala al-‘aql, muhafazah ‘ala an-nasl dan

*"Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh. (Mesir: Dar al-Fikr al-*Arabi. t.t.). him. 279.

*Abd al-Wahhab al-Khallaf, /Imu Usul al-Figh. (ttp.: Li at-Tiba’ah wa an-Nasyr at-Tauzi,
1977), him. 84

*Riyanta dkk (ed.), Neo Usul Figh: Menuju Ijtihad, hlm. 285.
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muhafazah ‘ala al-mal”® Selanjutnya dalam bukunya Membumikan Syari’at
Islam, Yusuf al-Qaradhawi menambahkan tentang tujuan ditetapkannya syari’at
menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri (manusia) karena harga diri ini
merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.’'

Dari beberapa kaidah di atas menurut hemat penulis mampu digunakan
untuk menggali dan mendapatkan status hukum terhadap permasalahan yang
diteliti. Di samping juga ditambahkan beberapa sumber hukum yang lain guna

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang amat signifikan dalam hal pencapaian
suatu tujuan. Metode penelitian berarti cara atau strategi bagaimana sebuah
penelitian mampu membuahkan hasil yang memuaskan yakni hasil penelitian
yang obyektif terstruktur dan akurat. Oleh karenanya pada tataran ini perlu
disampaikan hal-hal berikut ;

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari tradisi
atau adat di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo tentang

adanya pembayaran sanksi bagi pihak yang membatalkan peminangan. Data

**Muhammad Abu Zahrah, Usul Figh, (ttp:Dar al Fikr al-*Arabi. 1954). hlm.366-368.

*'Yusuf al-Qaradhawi, Membumikan Syari’at Islam, alih bahasa Muhammad Zakki dan
Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hIm. 58.
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dari sumber tersebut kemudian di konsultasikan dengan pihak-pihak yang
berkompeten, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga mampu menjawab
persoalan yang telah di formulasikan dalam pokok masalah.

Dua jenis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah ;

a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari pelaku kasus,
tokoh masyarakat dan dokumentasi daerah penelitian.

b. Data sekunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan
judul tersebut meliputi buku-buku penunjang, kitab-kitab, undang-
undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni, memberikan pemaparan
tentang praktik sanksi pembatalan peminangan dan pengaruhnya terhadap
kehidupan sosial kemasyarakatan, menganalisis faktor-faktor yang
melatarbelakanginya serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi
dimaksud.
3. Metode Penentuan Subjek
Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil
subjek bukan didasarkan pada strata, random ataupun daerah akan tetapi
didasarkan kepada adanya tujuan tertentu (penelitian).
Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah sbb ;

a. Kepala Desa dan para stafnya
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Diharapkan informasinya tentang seluk beluk Desa terutama terkait
dengan adanya praktik sanksi pembatalan peminangan.

b. Pihak atau keluarga pelaku tradisi kesepakatan adanya sanksi
pembatalan peminangan baik dari pihak calon pengantin laki-laki
maupun pengantin wanita.

c. Tokoh masyarakat dan agama
Diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi mendalam
seputar praktik sanksi pembatalan peminangan.

d. KUA Kecamatan Weru dan para stafnya
Diharapkan informasinya terkait data pembatalan perkawinan karena
pengaruh pembatalan peminangan yang sebenarnya telah mencapai
kesiapan puncak di samping juga informasi penting lainnya terkait
dengan materi penelitian.

4. Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode antara lain ;
a. Observasi
Yaitu proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.”> Dengan metode ini
penulis mengamati dari dekat atau secara langsung bagaimana praktik sanksi

pembatalan peminangan di daerah penelitian.

**Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), him.
136.
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b. Interview
Interview atau wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian
yang berlangsung secara lisan pada dua orang atau lebih dengan bertatap
muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang
diberikan.”> Masri Singarimbun mengatakan bahwa wawancara atau
interview adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang
terpilih.>* Dengan demikian Dengan metode ini diharapkan data-data berupa
keterangan dan penjelasan dari kepala Desa, tokoh agama, tokoh
masyarakat, pihak calon suami, pihak calon isteri dan orang-orang yang
terlibat dalam proses kesepakatan sanksi pembatalan peminangan dapat
dikumpulkan.
c. Dokumentasi
Pengumpulan data atau bahan berupa dokumen misalnya tentang letak
geografis, demografis, kondisi penduduk dan hal-hal lain yang notabene
mendukung penelitian ini.
5. Analisis Data
Data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan

analisa kualitatif dan kerangka berfikir induktif yaitu pola penalaran yang

»Cholid Narkubo dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
hlm. 70.

**Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LPPPES,
1982), him. 145.
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berpangkal dari kaidah-kaidah khusus kemudian melakukan penilaian terhadap
peristiwa yang bersifat umum.*
6. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif historis. Pendekatan
normative maksudnya pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara
normatif didasarkan pada teori dan konsep hokum Islam. Adapun secara
historis artinya penelitian ini akan menelusuri bagaimana historisits tradisi

praktik sanksi pembatalan peminangan.

G.Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini mudah dilaksanakan dan menghasilkan
pemahaman yang menggembirakan dalam artian sebuah skripsi yang tersusun
rapi, terarah dan sitemik maka dalam penyusunan penelitian ini dilakukan
klasifikasi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling terkait Adapun
rinciannya adalah sebagai berikut ;

Bab satu merupakan pengantar penelitian yang berisi tentang arah dan
orientasi penyusun dalam melaksanakan research. Secara rinci bab ini terdiri dari
tujuh sub bab yaitu ; latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan
pokok masalah. Berikutnya tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka
merupakan analisis beberapa referensi sehingga diketahui layak tidaknya masalah

tersebut diteliti. Kerangka teoritik sebagai landasan analisis yang bersumber dari

3% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), him. 36.



21

kaidah-kaidah hukum Islam. Metode penelitian merupakan strategi yang tersusun,
terencana dan sistemik. Dan terakhir adalah sistematika pembahasan bertujuan
agar pembahasan lebih terarah.

Bab dua berisi pengetahuan tentang peminangan meliputi pengertian, dasar
hukum, syarat, tujuan, hikmah, pembatalan peminanangan dan sanksi pembatalan.
Bab ini merupakan awalan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

Bab tiga berusaha mendeskripsikan tentang permasalahan yang diteliti
dengan memaparkan tentang kondisi umum Desa Ngreco kecamatan Weru
kabupaten Sukoharjo. Dilanjutkan dengan adat peminangan di desa ini termasuk
didalamnya pokok masalah yang diteliti yaitu sanksi pembatalan peminangan.

Bab empat merupakan inti permasalahan dalam penelitian yaitu tentang
analisis kasus yang diteliti menurut tinjauan hukum Islam. Dalam bab ini
disampaikan magqasid as-syar’i menurut pandangan beberapa ulama’, adat
peminangan di desa Ngreco termasuk didalamnya fenomena praktik sanksi
pembatalan peminangan dan beberapa kaidah wusuliyyah untuk menganalis kasus
dimaksud.

Bab lima merupakan penutup dalam penyusunan penelitian ini berisi

kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan beberapa saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah berupaya menganalisis pokok masalah, selanjutnya penyusun
memberikan uraian kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Masyarakat Desa Ngreco di dalam melaksanakan sanksi pembatalan
peminangan sangatlah bervariatif. Mulai dari teknis perjanjian, pihak yang
dikenai sanksi, bentuk dan nominal serta pentasarufan sanksi, antara RT
satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan
setempat. Ada perjanjian yang dilaksanakan secara formal hitam di atas
putih lengkap dengan materainya, ada juga yang hanya diucapkan lisan
disaksikan oleh saksi hidup yaitu saksi lingkungan dalam hal ini adalah
Ketua RT atau yang mewakili, Ketua Pemuda atau yang mewakili dan
pihak kasepuhan serta para tetangga di samping juga para kerabat dari
kedua calon pasangan. Pihak yang dikenai sanksi adalah pihak yang
membatalkan peminangan dalam tanda kutip, yang dikhianati tidak
dibebani sanksi. Namun ada juga yang menetapkan sanksi bagi kedua
pihak, baik pihak yang mengingkari maupun pihak yang di ingkari. Bentuk
dan nominal sanksi pembatalan peminanganpun juga beragam, ada yang
berupa uang dengan nominal dua juta hingga puluhan juta rupiah, ada juga

yang berupa bahan bangunan seperti semen dsb. Pentasarufan sanksi

93
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pembatalan juga bermacam-macam namun secara umum benda sanksi

digunakan untuk kepentingan bersama dalam wilayah lingkungan RT

setempat seperti untuk perbaikan jalan dan lainnya. Benda sanksi juga
ditasarufkan kepada pihak yang dirugikan (dikhianati) kecuali jika pihak
tersebut menolak, maka seluruhnya menjadi kas Desa yaitu RT setempat.

Sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco dimaksudkan agar tidak

terjadi pengingkaran janji akan menikah di masa mendatang yang telah

diresmikan melalui peminangan. Tegasnya, pemberlakuan sanksi
pembatalan peminangan bertujuan agar peristiwa pembatalan peminangan

(dengan alasan yang tidak logis dan syar’i) serta akibat yang

ditimbulkannya tidak terulang lagi di masa mendatang. Di samping juga

sebagai solusi alternatif guna mengantisipasi dan meredam gejolak negatif
jika pembatalan peminangan memang benar-benar tidak dapat di hindari.

. Praktik pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco dalam
pandangan hukum Islam penyusun menyimpulkan sebagai berikut ;

a. Diperbolehkan jika memang °‘ilat dari pembatalan tersebut sesuai
dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syari’at Islam. Hal ini sesuai
dengan dalil sad az-zari’ah. Sanksi pembatalan peminangan berfungsi
untuk menyumbat atau menutup masalah yang sangat krusial dan
rawan konflik ini sehingga fenomena serupa tidak terulang, kalaupun

toh tetap terjadi pembatalan maka sanksi pembatalan peminangan ini
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dapat relatif meredam dampak pembatalan agar tidak berkepanjangan
dengan adanya prosedur yang jelas yaitu pemberlakuan sanksi.

b. Tidak diperbolehkan jika alasan pembatalan peminangan tersebut
justru berseberangan dengan prinsip maqgasid syar’i.

c. Tidak diperbolehkan jika kedua pihak telah sepakat untuk
membatalkan peminangan mereka sendiri. Sehingga masyarakat
sekitar dalam pengertian pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini
tidak dapat menekan atau memaksa kedua belah pihak yang telah
sepakat untuk membatalkan peminangan tersebut, untuk tetap

membayar sanksi atau denda yang telah disepakatinya.

B. Saran-Saran

Dalam rangka memelihara keturunan, Islam memerintahkan perkawinan
kepada umat manusia. Dalam perkawinan dianjurkan untuk lebih dulu melakukan
peminangan dengan berbagai unsur dan fungsinya sehingga dengannya tidak
terjadi penyesalan dikemudian hari. Walaupun demikian tidak semua peminangan
akan sampai kepada perkawinan.

Faktor pembatalan peminangan yang bervariasi dan kadang-kadang
menimbulkan persoalan yang cukup krusial membuat warga Desa Ngrco kreatif
dan memiliki inisiatif baru yaitu ditetapkannya sanksi pembatalan peminangan.

Sanksi tersebut berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya walaupun masih
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dalam satu desa. Bahkan antar RT pun berbeda aturannya, hal itu tentunya
diserahkan kepada kebijakan lokal.

Penyusun ingin memberikan masukan terkait dengan obyek atau pihak
yang dikenai sanksi pembatalan peminangan. Menurut penyusun pihak yang
berhak dikenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan karena alasan
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara syara’ maupun adat. Namun
jika keduanya dengan hati yang tulus dan ikhlas bermaksud memutuskan atau
membatalkan peminangan dengan segala pertimbangan yang ada maka menurut
penyusun tidak bijaksana jika keduanya juga dikenai sanksi pembatalan
peminangan.

Penyusun sepakat bahwa sanksi pembatalan peminangan terutama di desa
Ngreco boleh dilakukan berdasarkan konsep sad al-zari’ah. Namun penulis
menyarankan agar adanya sanksi pembatalan peminangan tidak menjadi alasan
atau kekuatan hukum bagi keduanya untuk melakukan hal-hal yang belum saatnya
dilakukan. Jika keduanya kelihatan terlalu jauh dalam berhubungan sebelum
perkawinan terlaksana maka saksi lingkungan diharapkan tegas didalam
memberikan koreksi, teguran dan peringatan sehingga fungsi positif sanksi
pembatalan peminangan tidak ternodai oleh hal-hal lain.

Terakhir penyusun menyarankan agar sanksi pembatalan peminangan
dikelola secara profesional sehingga keberadaannya betul-betul mampu menjadi
jalan terbaik jika pemutusan peminangan memang sudah tidak dapat dicegah lagi.

Jangan sampai sudah disepakati adanya sanksi pembatalan peminangan namun
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akibat pembatalan peminangan yang berupa permusuhan, dendam dan perpecahan
yang mengarah pada tindakan anarkhis tetap saja terjadi. Kalau demikian adanya

dimana fungsi sanksi pembatalan peminangan ?



TERJEMAHAN

Hal. | O TERJEMAHAN
Footnote
BAB I

2 4 Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila
ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya maka
lakukanlah.

2 5 Wanita itu dikawini karena empat motifator, yaitu karena hartanya,
karena kedudukan dan kebangsawanannya, karena kecantikannya,
dank arena  keberagamaannya. Pilihlah  wanita karena
keberagamaannya maka kamu akan mendapat keberuntungan.

11 18 Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu jika berbicara maka ia
dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat.

11 19 Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai
pertanggungan jawab.

12 20 Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.

14 25 Kemaslahatan-kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan
syari’at Islam dan tidak ada dalil satupun yang menyaksikan
(menjelaskannya).

14 26 Kemaslahatan yang tidak di syari’atkan oleh pembuat syari’at
secara hukum untuk menyatakannya dan tidak ada dalil syar’i
untuk memerintahkan atau meninggalkannya

BAB 11

22 5 Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam
meminang perempuan.

23 10 Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu

dengan kata sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan
mengawini mereka) dalam hatimu.
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Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. berkata kepada
seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang wanita :
“apakah kamu telah melihatnya?” Laki-laki itu menjawab
“belum” Nabi mengatakan : “pergilah dan lihatlah dia”. Hadits
diriwayatkan oleh Muslim.

Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila
ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya maka
lakukanlah.

Nabi SAW. memerintahkan untuk menikah dan melarang
meninggalkan kehidupan duniawi (tidak mau menikah) dengan
larangan yang keras dan beliau bersabda : “nikahlah kalian semua
dengan wanita-wanita yang peranak (subur) karena Aku besok
dihari kiamat akan lebih banyak umatnya dari para Nabi yang lain”.

Janganlah seorang diantara kamu meminang perempuan yang telah
dipinang  saudaranya hingga peminang pertama telah
meninggalkannya atau mengijinkannya untuk meminang.

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,
jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Sesungguhnya Nabi SAW. berkata kepada seorang laki-laki yang
telah meminang seorang wanita : “lihatlah dulu wanita itu karena
hal itu akan lebih membuat langgeng hidup bersama kalian
berdua” .

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai
pertanggungan jawab.
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Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu jika berbicara maka ia
dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat.

BAB IV

Pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai
Islam itu jadi agama bagimu.

Dan pergilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan
(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika
mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka tidak ada
permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertqwa.

Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan.

Seungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat
kedua orang tuanya. Lalu Rasullah ditanya, “wahai Rasulullah,
bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu bapaknya?
Rasulullah SAW. menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah
orang lain maka ayahnya jiga akan dicaci naki oleh orang lain, dan
seseorang yang mencaci maki ibu orang lain maka orang lain pun
akan mencaci maki ibunya.
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NIP: 19720511 199603 2 002

Tembusan:
-Arsip



_ PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL.A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI| SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 1049 / 2010

.  DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari
2004. ‘

.  MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 4082 / V /

2010. Tanggal 22 Juni 2010.
Ill. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Sukoharjo.
IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : NUR WAHID YASIN.

2. Kebangsaan : Indonesia.

3. Alamat : JI. Marsda Adis Sucip_to Yogyakarta.

4. Pekerjaan : Mahasiswa.

5. Penanggung Jawab  : Drs. Supriatna, M.Si.

6. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi

Pembatalan Peminangan di Desa Ngreco,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
7. Lokasi : Kabupaten Sukoharjo.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat
Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat me-
nimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati  /



mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak
untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Juni s.d September 2010.
VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 23 Juni 2010

NIP. 195508141983031010



KOHARJO
PEMERINTAH KABUPATEN SU
=< BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) _
Jin Jenderal Sudirman 199 Telp/Fax (0271) 593182 Sukoharjo

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 050 / / Litbang / VI 1 2010

TENTANG

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN DI DESA
NGRECO KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pe!ayana_n
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158)

2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo
Pasal 20 Ayat (3) i.

3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 070/1049/2010 tanggal 23 Juni 2010.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama 1 NUR WAHID YASIN

Pekerjaan : Mahasiswa (NIM. 04350122)

Alamat : Sambeng Il Rt 003/Rw 002, Sambirejo Ngawen

Penanggung Jawab . Drs. SUPRIATNA, M.Si .

Selaku . Dosen Pembimbing

Alamat - Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk : Melakukan Penelitian/Survey untuk penyusunan Skripsi tentang “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Di Desa
Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”

Objek Lokasi . Desa Ngreco Kecamatan Weru

Surat Izin Penelitian / Survey ini berlaku dari : 24 Juni 2010 s.d. 24 September 2010.

Dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat/ lembaga swasta
yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperiunya.

2. Penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
keamanan masyarakat/pemerintah.

3. Surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika pemegang surat ini tidak menaati/
mengindahkan peraturan yang berlaku/pertimbangan lain.

4. Setelah penelitian/survey selesai, supaya menyerahkan copy hasilnya kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 24 Juni 201

TEMBUSAN Kepada Yth : A.n. KEPALA BAPPEPA
LA, e KABUPATEN SUKOMARJO
1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan

Jawa Tengah.
2 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Tengah.
3 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
Kapolres Sukoharjo
Camat Weru
Kepala KUA Kec. Weru
1. Kepala Desa Ngreco
(8 ) Arsip

NIP#19571201 198503 1 014

-~ B




INTERVIEW GUIDE

. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya ,pendidikan dan keagamaan
masyarakat desa Ngreco ?

. Alasan apa yang melatar belakangi adanya tradisi sanksi pembatalan
peminangan ?

. Apa tujuan diberlakukan sanksi pembatalan peminangan ?

. Apa bentuk sanksi pembatalan peminangan di desa Ngreco ?

Seberapa urgensitas eksistensi sanksi pembatalan peminangan ?



Nama

Tempat Tanggal Lahir
Agama

Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta

Alamat Kontrakan

Orang tua
Bapak
Pekerjaan

Alamat

Ibu

Pekerjaan

Alamat

Riwayat Pendidikan

CURRICULUM VITAE

: Nur Wahid Yasin

: Semarang, 10 Juni 1978

: Islam

: Kudu Baru, Genuk, Semarang, Jawa Tengah

: Tawangrejo, Tawang, Weru, Sukoharjo, Jateng

: Masduki (Ahmad Yasin)
: Swasta

: Kudu Baru, Genuk, Semarang, Jawa Tengah

: Nasehah
: Swasta

: Kudu Baru, Genuk, Semarang, Jawa Tengah

1. SD Sidogemah III, Sayung, Demak, Jateng Lulus tahun 1987
2. MTs NS Sayung, Demak, Jateng Lulus tahun 1992
3. MA Al-Yasiniyyah Jekulo, Kudus, Jateng Lulus tahun
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